RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR :       /PER/M.KOMINFO/.../2007

TENTANG

PENGGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN LAYANAN AKSES PITA LEBAR BERBASIS NIRKABEL (BROADBAND WIRELESS ACCESS)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang : 
a.
bahwa prinsip penggunaan spektrum frekuensi radio secara efisien dan optimal, mencegah agar penggunaan frekuensi radio tidak saling menganggu, serta memperhatikan perkembangan teknologi dan kebutuhan spektrum frekuensi radio di masa depan; 

b.
bahwa Pemerintah menetapkan penggunaan pita frekuensi radio untuk keperluan akses pita lebar berbasis nirkabel (Broadband Wireless Acces/BWA) pada pita frekuensi 300 MHz, 1.5 GHz, 2 GHz, 2.5 GHz, 3.3 GHz, 5.8 GHz, 10.5 GHz dan menetapkan pita frekuensi radio untuk keperluan dinas tetap satelit (Fixed Satellite Services/FSS) pada pita frekuensi 3.5 GHz;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan penggunaan pita frekuensi radio untuk keperluan layanan akses pita lebar berbasis nirkabel (BWA) dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;

Mengingat :
1.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

3. 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

4. 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4511);

5.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

6. 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;

7. Keputusan Menteri Perhubungan No. 5 Tahun 2001 tentang Tabel Alokasi Frekuensi Indonesia;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 2003 tentang Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, beserta perubahannya;

9.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M.Kominfo/4/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;

10.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;

11.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

12.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENGGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN LAYANAN AKSES PITA LEBAR BERBASIS NIRKABEL (BROADBAND WIRELESS ACCESS).
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. 
Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

2. 
Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.

3. 
Alokasi Frekuensi Radio adalah pencantuman pita frekuensi tertentu dalam tabel alokasi frekuensi radio untuk penggunaan oleh satu atau lebih dinas komunikasi radio terrestrial atau dinas komunikasi radio ruang angkasa atau dinas radio astronomi berdasarkan persyaratan tertentu. Istilah alokasi ini juga berlaku untuk pembagian lebih lanjut pita frekuensi tersebut di atas untuk setiap jenis dinasnya.

4. 
Penetapan pita frekuensi radio atau kanal frekuensi radio adalah otorisasi yang diberikan oleh suatu administrasi dalam hal ini oleh Menteri kepada suatu stasiun radio untuk menggunakan frekuensi radio atau kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.

7. Zona Grup BWA adalah wilayah geografis yang didefinisikan untuk perizinan frekuensi untuk keperluan layanan BWA.
8. Rencana pembangunan adalah rencana pembangunan stasiun radio untuk keperluan BWA pada zona  BWA yang disampaikan dalam izin penyelenggaraan (modern licensing).
9. Broadband Wireless Access (BWA) merupakan teknologi akses yang dapat menawarkan akses data/internet berkecepatan tinggi dan berkemampuan menyediakan layanan kapan dan dimanapun (anytime anywhere) dengan menggunakan media nirkabel.
10. Penyelenggara BWA adalah penyelenggara telekomunikasi yang memberikan layanan BWA.

11. Penyelenggara BWA eksisting adalah penyelenggara telekomunikasi yang telah menggunakan frekuensi pada pita 300 MHz, 1.5 GHz, 2 GHz, 2.5 GHz, 3.3 GHz, 3.5 GHz, 5.8 GHz dan 10.5 GHz yang izin stasiun radionya telah ditetapkan sebelum ditetapkannya peraturan menteri ini.

12. Out of band emission merupakan emisi pada suatu frekuensi yang langsung muncul di luar lebar pita yang diperlukan sebagai akibat dari proses modulasi, tidak termasuk spurious emission.
13. Spurious emission merupakan emisi pada suatu frekuensi yang muncul di luar lebar pita yang diperlukan yang levelnya dapat dikurangi tanpa mempengaruhi penyaluran informasi yang bersangkutan, yang meliputi emisi-emisi harmonis, emisi-emisi parasitik, hasil-hasil intermodulasi dan hasil-hasil konversi frekuensi, terkecuali out of band emission.
14. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan bertanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.

15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

BAB II
PENETAPAN PITA FREKUENSI RADIO 

UNTUK KEPERLUAN BWA
Pasal 2
(1)
Penggunaan pita frekuensi radio untuk keperluan BWA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah pada pita frekuensi radio 300 MHz, 1.5 GHz, 2 GHz, 2.5 GHz, 3.3 GHz, 5.8 GHz dan 10.5 GHz;
(2) Penggunaan pita frekuensi radio 5.8 GHz sebagaimana tersebut pada ayat (1) peruntukannya adalah bagi keperluan penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi, serta bagi keperluan telekomunikasi khusus instansi pemerintah dan badan hukum;
(3) Penggunaan pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :

a. 
Memberikan pedoman dalam penggunaan frekuensi untuk keperluan BWA;

b. 
Mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi dan informatika Nasional;

c. 
Memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat;
d.
Mempercepat peningkatan teledensitas akses telekomunikasi dan informasi serta penyebaran layanan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia;
(4)
Penggunaan pita frekuensi radio untuk keperluan layanan BWA pada pita selain tersebut pada ayat (1) akan ditetapkan dengan peraturan menteri.

Pasal 3

(1) Rentang pita frekuensi radio untuk keperluan layanan BWA adalah sebagai berikut :

a. 
Pita frekuensi radio 300 MHz memiliki rentang frekuensi 287 - 294 MHz dan 310 - 324 MHz, moda TDD;
b. 
Pita frekuensi radio 1.5 GHz memiliki rentang frekuensi 1428 - 1452 MHz dan 1498 - 1522 MHz, moda TDD; 
c. 
Pita frekuensi radio 2 GHz memiliki rentang frekuensi 2053 - 2083 MHz, moda TDD;
d. 
Pita frekuensi radio 2.5 GHz memiliki rentang frekuensi 2500 - 2520 MHz dan 2670 - 2690 MHz, moda TDD;
e. 
Pita frekuensi radio 3.3 GHz memiliki rentang frekuensi 3300 - 3400 MHz, moda TDD;
f.
Pita frekuensi radio 5.8 GHz memiliki rentang frekuensi 5725 - 5825 MHz, Moda TDD;

g.
Pita frekuensi radio 10.5 GHz memiliki rentang frekuensi 10150 - 10300 MHz berpasangan dengan 10500 - 10650 MHz, moda FDD.
(2) Pengaturan blok tiap-tiap pita frekuensi radio untuk keperluan layanan BWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terlampir dalam lampiran 1 sampai dengan lampiran 13 peraturan menteri ini.

Pasal 4
(1) Wilayah layanan untuk keperluan layanan BWA ditetapkan dalam Zona Grup BWA sebagaimana terlampir dalam lampiran 14 peraturan menteri ini;
(2) Antara penyelenggara BWA wajib melakukan koordinasi dalam hal membangun stasiun radionya di perbatasan masing-masing wilayah  layanan dalam setiap Zona Grup BWA dan atau wilayah di dalam satu Zona Grup BWA untuk menghindari terjadinya gangguan interferensi yang merugikan.
Pasal 5

(1) Penggunaan frekuensi untuk keperluan layanan BWA dilarang menimbulkan gangguan frekuensi terhadap penggunaan frekuensi radio lainnya;

(2) Gangguan frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakibatkan oleh spurious emission dan out of band emission yang merugikan;
(3) Batas maksimum spurious emission dan out of band emission yang diizinkan untuk stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti Radio Regulasi ITU ketentuan Apendiks 3 sebagaimana terlampir dalam lampiran 15;
(4) Dalam hal terjadinya gangguan frekuensi selain diakibatkan oleh spurious emission dan out of band emission sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara BWA harus dapat memanfaatkan sepenuhnya teknik-teknik pencegahan gangguan frekuensi;
(5) Teknik-teknik pencegahan gangguan frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa diskriminasi antena, tilt antena, polarisasi, shielding/blocking, pemilihan lokasi pemancar, pengendalian daya pancar.

BAB III
PENGGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO
UNTUK KEPERLUAN LAYANAN BWA
Bagian Pertama
Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2 GHz, 2.5 GHz, 3.3 GHz dan 10.5 GHz untuk Penyelenggara BWA Eksisting
Pasal 6
Penyelenggara BWA eksisting ditetapkan alokasi blok Frekuensi pada Zona  Grup BWA sebagaimana terlampir dalam lampiran 6,8,10 dan 13.
Pasal 7
(1) Penyelenggara BWA eksisting berhak menyelenggarakan layanan BWA pada Zona Grup BWA sesuai dengan lokasi stasiun radio yang telah memiliki ISR yang telah ditetapkan sebelum peraturan menteri ini berlaku;
(2) Penyelenggara BWA eksisting dapat membangun stasiun radio baru di dalam Zona Grup BWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Dalam hal membangun stasiun radio baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan rencana pembangunan yang merupakan komitmen penyelenggara.
Pasal 8

(1) Dalam hal pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), penyelenggara BWA wajib memberikan jaminan bank yang nilainya proporsional sesuai dengan lebar pita per Zona Grup BWA;
(2) Nilai jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dengan keputusan tersendiri.
Bagian Kedua
Penggunaan Pita Frekuensi Radio 300 MHz dan 1.5 GHz untuk Penyelenggara BWA Eksisting

Pasal 9
Penyelenggara BWA eksisting ditetapkan alokasi blok Frekuensi radio pada Zona Grup BWA sebagaimana terlampir dalam lampiran 2 dan 4.
Pasal 10
(1) Penyelenggara BWA eksisting yang menggunakan pita frekuensi radio 300 MHz dan 1.5 GHz, dapat menyelenggarakan layanan televisi berbayar;
(2) Penyelenggara BWA eksisting berhak menyelenggarakan layanan BWA pada Zona Grup BWA sesuai dengan lokasi stasiun radio yang telah memiliki ISR yang telah ditetapkan sebelum peraturan menteri ini berlaku;
(3) Penyelenggara BWA eksisting dapat membangun stasiun radio baru di dalam zona grup BWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
(4) Dalam hal membangun stasiun radio baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyampaikan rencana pembangunan yang merupakan komitmen penyelenggara.

Pasal 11
(1) Penyelenggara BWA eksisting wajib menyediakan terminal pelanggan selambat-lambatnya dalam waktu 1 tahun sejak ditetapkannya peraturan menteri ini;

(2) Dalam hal pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), penyelenggara BWA wajib memberikan jaminan bank yang nilainya proporsional sesuai dengan lebar pita per Zona Grup BWA;
(3) Nilai jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

Bagian Ketiga
Penggunaan Pita Frekuensi Radio 5.8 GHz
Pasal 12
(1) Penggunaan pita frekuensi radio 5.8 GHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi ketentuan :
a. Batasan daya pancar untuk kebutuhan di daerah urban/perkotaan maksimum 2 Watt; 
b. Batasan daya pancar untuk kebutuhan di daerah rural/di luar perkotaan maksimum 4 Watt;

(2) Penyelenggara BWA eksisting yang menggunakan pita frekuensi radio 5.8 GHz wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun sejak ditetapkannya peraturan menteri ini;
(3) Mekanisme pemberian izin baru penggunaan pita frekuensi radio 5.8 GHz dilakukan melalui mekanisme evaluasi.
Bagian Keempat
Penyesuaian Blok
Pasal 13
Penyelenggara BWA eksisting pada pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib melakukan penyesuaian blok untuk setiap stasiun radio ke pola sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2,4,6,8,10,11,13 di masing-masing Zona Grup BWA;

Pasal 14
(1) Penyesuaian blok frekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk pita frekuensi radio 2 GHz, 2.5 GHz, dan 10.5 GHz diberikan jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya peraturan menteri ini;
(2) Penyesuaian blok frekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk pita frekuensi radio 3.3 GHz diberikan jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya peraturan menteri ini;

Pasal 15
(1) Dalam masa penyesuaian blok penyelenggara BWA eksisting pita frekuensi radio 3.3 GHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ISR penyelenggara BWA eksisting pita frekuensi radio 3.5 GHz dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

(2) Penyelenggara BWA eksisting yang beroperasi di pita frekuensi radio 3400 - 3700 MHz wajib melakukan migrasi ke pita frekuensi radio 3.3 GHz dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah penyelenggara BWA eksisting pita frekuensi radio 3.3 GHz telah selesai melakukan penyesuaian blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
(3) Skema migrasi penyelenggara eksisting untuk keperluan BWA ke pita frekuensi radio 3.3 GHz , sebagaimana terlampir pada lampiran 10.

Pasal 16

(1) Penyelenggara BWA eksisting pada pita frekuensi radio 3.5 GHz berhak menyelenggarakan layanan BWA pada Zona Grup BWA sesuai dengan lokasi stasiun radio yang telah memiliki ISR yang telah ditetapkan sebelum peraturan menteri ini berlaku, selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya peraturan menteri ini;
(2) Penyelenggara BWA eksisting pada pita Frekuensi radio 3.5 GHz dapat membangun stasiun radio baru di dalam zona grup BWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan waktu pengoperasiannya paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya peraturan menteri ini;
(3) Penyelenggara BWA eksisting pada pita frekuensi radio 3.5 GHz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib migrasi ke pita frekuensi radio 3.3 GHz sesuai dengan blok Frekuensi yang tercantum pada lampiran 10 selambat-lambatnya 2 tahun sejak ditetapkannya peraturan menteri ini;

(4) Seluruh akibat penghentian penggunaan pita frekuensi radio 3.5 GHz bagi stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi tanggung jawab penyelenggara BWA eksisting;
(5) Penggunaan pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilarang menimbulkan gangguan terhadap stasiun bumi untuk layanan satelit pada pita frekuensi radio 3400 – 3700 MHz dengan memperhatikan ketentuan tentang pencegahan gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
BAB IV
EVALUASI PENGGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO
Pasal 17
(1) Terhadap penyelenggara BWA eksisting akan dilakukan evaluasi berdasarkan kinerja penyelenggara dalam memanfaatkan blok frekuensi radio yang telah ditetapkan;
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya peraturan menteri ini ;
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengidentifikasi komitmen pembangunan stasiun radio sesuai dengan pita yang digunakan.
Pasal 18
(1) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan tidak dipenuhinya komitmen pembangunan stasiun radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10, penyelenggara BWA dikenakan sanksi denda yang diperhitungkan dari prosentase jaminan bank penyelenggara yang bersangkutan;
(2) Terhadap Zona Grup BWA dan atau wilayah di dalam Zona Grup BWA yang tidak dilaksanakan komitmen pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak penggunaan blok frekuensi di wilayah yang komitmennya tidak dilaksanakan,  akan dicabut;
(3) Menteri dapat mengumumkan peluang usaha dalam rangka pemberian izin BWA di pita frekuensi dimaksud untuk wilayah di luar wilayah layanan yang telah dibangun di dalam Zona Grup BWA yang telah diberikan izinnya.
BAB V
PELUANG USAHA UNTUK PENYELENGGARAAN LAYANAN BWA 


Pasal 19

(1) Setelah ditetapkannya peraturan menteri ini, Menteri akan mengumumkan ketersediaan pita Frekuensi, blok Frekuensi radio dan zona grup BWA untuk penyelenggaraan layanan BWA sebagai peluang usaha;

(2) Penggunaan Pita Frekuensi, Blok Frekuensi Radio dan Zona Grup BWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan melalui mekanisme evaluasi atau mekanisme seleksi.
BAB VI
SERTIFIKASI PERANGKAT DAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
Pasal 20
Setiap perangkat radio yang digunakan untuk keperluan layanan BWA wajib mendapatkan sertifikasi perangkat dari Direktur Jenderal.
Pasal 21
Pengguna frekuensi radio untuk keperluan layanan BWA sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini harus mengutamakan produksi dalam negeri sepanjang tersedia. 
BAB VII
BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI UNTUK LAYANAN BWA

Pasal 22
(1) Penggunaan spektrum Frekuensi radio untuk keperluan layanan BWA wajib membayar Biaya Hak Penggunaan spektrum Frekuensi radio yang disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(2) BHP frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya hak penggunaan untuk setiap stasiun radio yang digunakan untuk keperluan layanan BWA.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23
(1) Ditjen Postel tidak menerbitkan ISR bagi permohonan baru untuk penyelenggara non BWA di pita frekuensi yang telah dialokasikan untuk layanan BWA;

(2) Atas ditetapkannya pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setiap penggunaan frekuensi untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan layanan non BWA, berhak menggunakan frekuensi radio selama maksimum 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya peraturan menteri ini dan ISR-nya tidak akan diperpanjang lagi;
(3) Dalam hal di wilayah penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan layanan non BWA belum ditetapkan penyelenggara layanan BWA, maka ISR penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang;
(4) Dalam hal di wilayah penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan layanan non BWA telah ditetapkan penyelenggara layanan BWA, maka ISR penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diperpanjang.
Pasal 24
(1) Pemerintah tidak memberikan kompensasi dalam bentuk apapun sebagai hasil dari proses penataan penggunaan frekuensi dalam peraturan menteri ini;
(2) Alokasi frekuensi yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyelenggara BWA eksisting dinyatakan tidak berlaku lagi sejak ditetapkannya peraturan menteri ini;
(3) Blok frekuensi dalam setiap pita frekuensi BWA yang telah ditetapkan kepada penyelenggara layanan BWA tidak dapat dipindahtangankan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 25
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal :                   2007
-----------------------------------------------------

         MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

  SOFYAN A. DJALIL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

4. Sekretaris Negara;

5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

7. Jaksa Agung Republik Indonesia;

8. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Para Kepala Badan di lingkungan

Departemen Komunikasi dan Informatika;

9. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Setjen Departemen

Komunikasi dan Informatika.















